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ABSTRACT 

This research aims to identify the elements that constitute a false report and analyze how the 
judges consider cases of false complaints. Through a normative legal approach, this study 
found that false reports are characterized by elements such as "whoever", "intentionally", 
"submitting a false complaint or notification to the authorities", and "both in writing and for 
writing". In the case of Abdul Halik Roroa, a lawyer who was reported for making a false 
report, is an interesting example. Although proven guilty, the defendant was acquitted 
because the judges were of the view that his actions were carried out in the course of 
performing his professional duties in good faith. This decision indicates that there is legal 
protection for lawyers while carrying out their duties. 
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I. PENDAHULUAN  

Perjalanan panjang hukum pidana sejak zaman kuno hingga kini telah menunjukkan 

bagaimana nilai-nilai masyarakat terus berubah dan membentuk sistem hukum. Dari hukum 

Hammurabi yang kuno hingga KUHP Indonesia yang modern, kita dapat melihat evolusi 

pemahaman tentang keadilan dan hukuman. W.P.J. Pompe mendefinisikan hukum pidana 

sebagai suatu sistem norma hukum yang secara tegas mengatur perbuatan-perbuatan yang 

dapat dijatuhi pidana serta jenis pidana yang sesuai1. Hukum pidana bukan hanya sekadar 

kumpulan aturan, melainkan juga cerminan dari filsafat hukum yang mendalam. Dengan 

membandingkan sistem hukum pidana Indonesia dengan negara lain, kita dapat memperoleh 

perspektif yang lebih luas tentang berbagai pendekatan dalam mencapai keadilan dan 

ketertiban sosial.  

Di Indonesia peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana tercantum dalam 

satu kodifikasi hukum yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang 

 
1 Frans Maramis,�´Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia� ,́ Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 5-6. 


